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Abstrak
Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya di sebut dengan UU Pilpres) bahwasanya pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden harus memperoleh suara lebih dari 50% dan sedikitnya 20% suara disetiap provinsi dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dan pasal 159 ayat (1) UU Pilpres merupakan turunan dari pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945. Pada pemilihan umum tahun 2014 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya terdiri dari dua pasangan, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu tahun 2014 cukup satu kali putaran. Hal ini menjadi persoalan karena pasal 6A UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian normatif. Dengan metode ini diharapkan penulis dapat menemukan suatu aturan, prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Dalam penelitian ini pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal yaitu penafsiran bahasa, yang digunakan menafsirkan pasal 6A UUD NRI 1945. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptif.

Kata Kunci: Pemilu,Presiden dan Wakil Presiden,satu putaran.

Abstract

Chapter 159 section (1) of Law no. 42 Year 2008 concerning the election of the President and Vice President pair states that Candidates of President and Vice President must obtain more than 50% votes and at least 20% of votes in each province from half of the total provinces in Indonesia and Chapter 159 section (1) of Act 42 of 2008 on the Presidential Election and Vice-President is a derivative of Chapter 6A section (3) Constitution NRI 1945. In the 2014 general election, there were only two participatingpairs of candidates for President and Vice President, the Constitutional Court decided that the election in 2014 was to be conducted in one round. This becomes a problem because Chapter 6A Constitution NRI 1945, states that candidates for President and Vice President who obtain more than 50 percent of the vote in an election with at least 20 percent of the vote in each of the provinces across Indonesia, were sworn in as President and Vice President.The research method used is a method normative research. With this method the authors expected to find a rule, the legal principles and legal doctrines. In this study the approach in use is the approach of legislation and conceptual approach. The interpretation used is grammatical interpretation which is the interpretation of the language, which is used to interpret the Constitution Chapter 6A 1945. NRI legal materials analysis techniques in the study is conducted prescriptively.   


Keywords : Election, President and Vice-President, one round.
PENDAHULUAN 
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu pagelaran yang dilaksanakan oleh negara yang bercirikan negara demokratis. Pemilu pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22 E ayat (1) pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dalam pemilihan umum di Indonesia  mempunyai lembaga yang diberikan wewenang oleh Negara guna menyelenggarakan pemilihan umum yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) .Sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat menjadi UUD NRI 1945.

Dikebanyakan negara Demokratis di dunia Barat, pemilu dianggap sebagai lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berserikat, di anggap dengan cukup akurat mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat.
Karena penyelenggaraan pemiluyang dilaksanakan nantinya selain menyalurkan aspirasi rakyat serta dapat pula menjalankan roda pemerintahan dengan tujuan mensejahterakan rakyat. Serta tidak sampai terjadinya kekosongan Pemerintahan yang berkepanjangan.

Dalam Pelaksanaan pemilu di Indonesia merupakan hal yang berlangsung secara 5 tahun sekaliuntuk menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Agar pemilihan umum yang terjadi tidak menimbulkan permasalah pada masyarakat serta tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka hal tersebut merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi untuk mengawalnya. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945.

Proses bernegara dalam bingkai demokrasi semestinya berbasiskan aturan perundang-undangan yang jelas dan tegas. UUD NRI 1945 tidak boleh bersifat abu-abu (tidak Jelas) dan tak boleh multitafsir. Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 atau disebut UU Pilpres mempunyai penafsiran bahwa di ikuti lebih dari dua calon pasanganPresiden dan Wakil Presiden berbunyi: ‘’Pasangan calon terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20%(dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.’’


Mahkamah Konstitusi menilai pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak diberlakukan dengan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Mahkamah Konstitusi, pasal tersebut harus dimaknai bila terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau lebih, sehingga jika hanya dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka pilpres tidak perlu digelar dua putaran. Permasalahannya adalah dalam putusan ini, putusan Mahkamah Konstitusi tidak bulat karena dua hakim Mahkamah Konstitusi, yakni Patrialis Akbar dan Wahiduddin Adams memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).

Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tidak merinci jumlah pasangan calon karena pengertian pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih melekat syarat limitatif. Pasangan calon harus memperoleh suara lebih 50 persen dan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di setengah jumlah provinsi di Indonesia. Persoalannya, jika syarat limitatif itu tak terpenuhi sangat mungkin pilpres terjadi dua putaran sekalipun pilpres hanya diikuti dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden seperti Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014.


Terjadinya dua putaran dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sama mengakibatkan pemborosan keuangan negara dan menimbulkan ketidakstabilan politik. Karena itu, Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pasangan calon dimaksudlebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mengakui risalah pembahasan Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 tidak membicarakan secara pengecualian apabila pasangan calon presiden dan wakil presiden terdiri dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hanya saja, saat perubahan ketiga, muncul persoalan yang belum terselesaikan bagaimana solusinya jika pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak ada yang memenuhi syarat Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945.


Meski tidak ada penegasan Pasal 6A ayat (3) UUD NRI amandemen ketiga 1945 dikaitkan konteks lahirnya Pasal 6A UUD NRI amandemen ketiga 1945, dapat dikatakan bahwa pembahasan saat itu terkait dengan asumsi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, atas dasar penafsiran gramatikal dan sistematis makna keseluruhan pasal 6A UUD NRI 1945 menyiratkan pasangan calon lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Mahkamah Konstitusi jika sejak semula hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak perlu ada penegasan kalimat dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pasal 6A ayat (4) UUD NRI amandemen keempat 1945. Dengan hanya adanya dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tentulah salah satu diantara keduanya memperoleh suara terbanyak pertama atau kedua. Dengan terpilihnya calon Presiden dan wakil Presiden terpilih dapat pulah langsung dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Prinsip paling penting adalah kedaulatan rakyat, sehingga Presiden terpilih memperoleh legitimasi kuat dari rakyat. Terkait Pilpres 2014 yang hanya diikuti dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi berpendapat  tahap pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden telah memenuhi prinsip keterwakilan Negara Indonesia karena calon Presiden sudah didukung oleh gabungan partai politik nasional yang merepresentasikan keterwakilan seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Pernyataan di atas bawasannya Presiden dan Wakil Presiden didukung oleh gabungan partai politik juga telah diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dilakukan secara satu kali putaran karena hanya dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut : (1) apakah Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014 berkaitan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sudah tepat? 

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui apa dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan Putusan Nomor 50/PUU-X1I/201 berkaitan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Jenis penelitian merupakan penelitian normatif. Penelitian Normatif sendiri yaitu sebuah penelitian yang dimana hukum menjadi objeknya dapat juga untuk membentuk hukum baru ataupun untuk mengkaji hukum tersebut. Dalam penelitian akan dikaji adalah UU Pilpres dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X1I/2014 yang berkaitan dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden terpilih

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu : (1)Pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni mengkaji UU Pilpres setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 berkaitan dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (2)Pendekatan konsep (conseptual approach) yakni mengkaji konsep tentang pemilihan umum khususnya pada Pemilu Presiden dan wakil Presiden setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XI1/2014 berkaitan dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924). (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189). (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226). (5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X1I/2014 berkaitan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Bahan hukum sekunder yang terdiri atas naskah akademik, buku-buku, jurnal-jurnal, atau pendapat yang berasal dari ahli-ahli hukum yang diakui dan terkemuka mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pemilu dan keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut UU Pilpres dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X1I/2014 berkaitan dengan Pemilu Presiden dan wakil Presiden.

Bahan hukum  tersier, dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa, maupun kamus-kamus yang berkaitan dengan pemilu dan keterpilihan Presiden dan Wakil Presidenmenurut UU Pilpres dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XI1/2014 berkaitan dengan Pemilu Presiden dan wakil Presiden.

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan,Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XI1/2014 berkaitan dengan pemilu Presiden dan wakil Presiden,dan bahan hukum sekunder dan tersier berupa artikel-artikel,serta pendapat ahli maupun makalah yang akan dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan. Bahan-bahan tersebut kemudian akan dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk kemudian dikaji.

Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh baik primer maupun sekunder serta tersier dianalisis secara preskriptif dan diberikan penggambaran mengenai suatu deskriptif tentang keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu, sehingga pada akhirnya penelitian ini memberikan preskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Apakah mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014 berkaitan dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden sudah tepat

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu pagelaran yang dilaksanakan oleh negara yang bercirikan negara demokratis.Pemilupelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22 E ayat (1) pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dalam pemilihan umum di Indonesia  mempunyai lembaga yang diberikan wewenang oleh Negara guna menyelenggarakan pemilihan umum yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Pemilihan umum adalah salah satu hak azasi warga negara yang sangat prinsipiil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak azasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai dengan azas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran terhadap hak-hak azasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilihan umum, atau memperlambat pemilihan umum tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat.

Pemilu paling tidak memiliki 4 (empat) tujuan, yakni (1) untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; (2) untuk memungkinkan terjadinyapergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan; (3) untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan (4) untuk melaksanakan prinsip hak warga negara.

Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres isinya adalah sebagai berikut :“Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dari pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara disetiap provinsi yang tersebar dilebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di indonesia.”

Pasal 6A (3) UUD NRI amandemen ketiga 1945, berikut adalah isinya adalah:“Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.”

Perubahan IV 10 Agustus 2002 pada pasal 6A ditambah suatu ayat menjadi :“(4)Dalam hal ini tidak ada pasangan calon prsiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.”

Kepastian hukum (rechtzekerheid, legal certainty) merupakan azas penting dalam tindakan hukum (rechtshandeling) dan penegakan hukum (handhaving, uitvoering). Telah terjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan,, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Apabila hal ini dibiarkan, dikhawatirkan terjadi kekosongan hukum karena diyakini bahwa pasal 159 ayat (1) UU Pilpres sesungguhnya dirancang untuk pemilu presiden dan wakil presiden dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden lebih dari dua pasangan.Bahwa berdasarkan pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 junto pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih disamping harus memperoleh suara lebih dari 50% suara sah diseluruh indonesia, tetapi juga harus memenuhi perolehan suara sah minimal 20% disetiap provinsi yang tersebar dilebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia (minimal di 18 provinsi).

Bahwa meskipun hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berkompetisi pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014, tidak tertutup kemungkinan persyaratan diatas tidak terpenuhi dalam satu kali pemilihan. Jika salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden unggul dalam perolehan suara lebih dari 50%, belum tentu persyaratan perolehan suara sedikitnya 20% dimasing-masing 18 provinsi terpenuhi,  jika hal tersebut terjadi akan timbul perdebatan apakah perlu dilakukan pemilihan umum putaran kedua atau lebih tepatnya dinamakan pemungutan suara ulang mengingat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih baik jumlah maupun nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sama.Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UUD NRI 1945 diputuskan pada perubahan ketiga  (Tahun 2001). Sementara itu, 6A ayat (4) diputuskan dalam perubahan ke empat (Tahun 2002). Mengandung arti bahwa kronologi munculnya pasal 6A UUD NRI 1945 tersebut meneguhkan bahwa ayat (3) merupakan syarat mutlak untuk dapat ditetapakan dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa dengan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang minimal seperti pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yaitu dua pasang, aturan syarat kemenangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tetap berlaku sesuai ketentuan pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 junto  pasal 159 ayat (1) UU Pilpres. Apabila tidak ada pasangan yang mampu memenuhi minimal 20% suara yang tersebar dilebih dari setengah provinsi, maka DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menafsirkan apakah ketentuan pasal 6A ayat (4) UUD NRI 1945 Junto pasal 159 ayat (2) UU Pilpres, dapat diterapkan pada pemilihan umum Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga harus ada pemungutan suara ulang.

Berdasarkan paparan penulis pasal 159 ayat (1) UU pilpres adalah sepenuhnya pasal turunan dari Pasal 6A ayat (3) UUD NRI amandemen ketiga 1945. Di karenakan UUD 1945 yang terlahir pasti akan memiliki turunan Pasal atau biasanya penjelasannya akan di spealisasikan ke dalam Undang-Undang serta Pasal turunan tersebut. Hal ini tersirat dalam pasal 6A pasal (5) UUD NRI 1945 yaitu “ Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-undang.”Namun, pasal 159 (1) UU pilpres memilikki isi yang sama dengan Pasal 6A (3) UUD NRI amandemen ketiga 1945.

Menurut Mahkamah Konstitusi syarat keterpilihan dengan persebaran perolehan suara, sedikitnya 20 persen setiap provinsi lebih dari setengah provinsi di Indonesia. Di dalam Pasal 6A (3) UUD NRI AMANDEMEN KETIGA 1945 menunjukan maksud dan kehendak dari pembentukan UUD NRI 1945 agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih,merupakan Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dua legitimasi sekaligus yaitu legitimasi suara terbanyak dan legitimasi yang tersebar dari seluruh provinsi di Indinesia.
 

Berdasarkan kutipan di atas, Syarat yang tercantum pada Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 junto Pasal 159 (1) UU Pilpres harus terpenuhi. Jadi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan tahun 2014 yang hanya terdiri dari 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Boleh dilakukan satu kali putaran dalam hal pemilihan langsungnya. Namun, yang harus di lakukan dua kali adalah penghitungan suara yang diperoleh pada masing-masing calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung tahun 2014. Hal ini dilakukan karena agar tidak terjadi kekosongan hukum yang terlalu lama dan pemborosan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Serta tercapainya Pasal 159 (1) UU Pilpres yg merupakan pasal turunan dari Pasal 6A (3) UUD NRI amandemen ketiga 1945, jadi selain 50 persen suara terpenuhi juga yang 20 persen yang tersebar di setengah Provinsi di Indonesia.
Penutup

Kesimpulan


Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-XII/2014 tentang pengujian pasal 159 ayat (1) UU Pilpres terhadap pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 berkaitan tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, yang telah diputuskan pemilihan Presiden dan wakil Presiden pada Tahun 2014, hanya dilakukan satu putaran. Hal ini menyebabkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-XII/2014 tidak tepat. Dengan alasan pada interpretasi gramatikal di dapatkan fakta bahwasannya Pasal 6A Pasal (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan agar kembali agar supaya poin dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres yang mengenai terpenuhinya 20 persen suara di setiap Provinsi terpenuhi. Hal ini dilakukan agar penyelengaraan pemilu tidak hanya terjadi di provinsi yang padat penduduk, agar supaya diprovinsi kepulauan yang penduduknya kecil juga harus dapat mengenal sosok Presiden dan Wakil Presidennya.

Saran

Dalam menjatuhkan putusan No. 50/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi tetap harus mempertimbangkan Pasal 6A ayat (3)UUD NRI amandemen ketiga 1945, Dan memperhitungkan bagaimana tentang 20 persen suara di setengah Provinsi di Indonesia yang juga tercantum dalam Pasal Pasal 159 ayat (1)  UU No. 28 Tahun 2008 tentang Pilihan Presiden dan Wakil Presiden. Serta mempertimbangkan Pasal 159 ayat (3) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang meneramgkan bahwa dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah sama diperoleh 2 pasangan calon,kedua pasangan calon dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun hanya 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus tetap berlaku Pasal 159 ayat (1)  UU Pilpres Junto pasal 6A ayat (3) UUD NRI amandemen ketiga 1945, agar pasangan calon tidak hanya memusatkan perhatian dan kampanye diprovinsi yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali, dan diharapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden juga membagi perhatian kepada Provinsi-provinsi yang kecil (tidak padat) penduduknya, karena itu juga bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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